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ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN 
HUKUM HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA TANPA HAK 
MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI 
MUATAN PENGHINAAN 
 
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 
111/pid.sus/2014/PN Mln tentang Tindak Pidana Tanpa Hak 
Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan 
Penghinaan 
 
Dalam direktori putusan No. 111/pid.sus/2014/PN Mln tentang Tindak 
Pidana tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa, Yohanis jon Manggguali Als. Jon 
anak dari Rukka (25) yang masih berstatus sebagai Mahasiswa. Telah 
melakukan suatu tindak pidana pencemaran nama baik yang di media sosial 
(facebook), kasus seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia bahkan baru-
baru ini kasus serupa telah membuat ramai warga Indonesia. 
Kasus tentang Tindak Pidana tanpa hak Mentransmisikan Informasi 
Elektronik terjadi pada putusan No. 111/pid.sus/2014/PN Mln. Majelis hakim 
dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa Yohanis Jon Mangguali Als. 
Jon anak dari Rukka harus sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Yang 
menjadikan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Informasi dan Transaksi 
Elektronik  yang berbunyi:1 
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 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009  tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik. 



































Pasal 45 : (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
Pasal 27 : (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
 




1. Setiap orang 
2. Dengan sengaja dan tanpa hak  
3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.  
a. Unsur “Setiap Orang” di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, 
warga Negara asing maupun Badan Hukum yang melakukan tindak 




b. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” bahwa yang dimaksud dengan 
“kesengajaan” sebagaiman termaktub dalam Memory Van Toelichting 
(MvT) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan 
beserta akibatnya. Sengaja sama dengan willens en weten Veroorzaken 
Van Een Gevolg yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan 
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 Direktori Putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 111/pid.sus/2014/PN Mln(ITE), 
16. 
3
 Ibid, 17. 



































dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut 
dan/akibatnya.  
c. Unsur “Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ”. 
Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu di dalam unsur ini 
terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud 
mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada 
beberapa orang atau ke beberapa tempat, sedang yang dimaksud 
Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan seseorang 
kepada orang lain. 
Berdasarkan Unsur-unsur di atas menurut majelis hakim ada pada diri 
terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan di depan hukum. Serta 
dengan adanya keterangan dari saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti, dan 
setelah melewati pertimbangan dengan jaksa/atau penuntut umum. Dalam 
memutuskan perkara tersebut yang lebih diutamakan adalah melihat dari 
kepentingan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, Sebelum menjatuhkan 
putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau 
mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam 
putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
para terdakwa, yaitu: 



































1. Hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa bisa menimbulkan 
perpecahan suku di Kabupaten Malinau  
2. Hal yang meringankan, yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan 
menyesal dan mengakui perbuatannya.
4
 
Dalam penjatuhan pidana Hakim bebas dalam mencari hukuman yang 
dijatuhkan terhadap para terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan 
merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, karena Hakim harus 
memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang 
meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat 
kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, 
lingkungannya, sifatnya, dan lain-lain.
5
 
Setelah Hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa/atau Penuntut Umum 
dan juga pertimbangan Hakim sendiri terkait hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan membebankan 
terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima 
ratus rupiah). 
Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Malinau ini terbilang kurang 
memberikan suatu ketegasan/atau terlalu ringan dalam memberikan suatu 
keputusan, begitupun juga dengan tuntutan jaksa/penuntut umum yang hanya 
menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (bulan) 
yang menurut penulis dirasa kurang memberikan efek jera kepada terdakwa, 
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 Ibid., 23. 
5
 Oemar Seno, Hukum Hakim Pidana, Cet ke 2 (Jakarta: Erlangga, 1984), 8.   



































terkait kasus ini menyangkut nama baik suatu golongan/atau Forum Peduli 
Masyarakat Pedalaman Malinau yang merasa dipermalukan dan dicemarkan 
nama baiknya.  
Memang banyak faktor yang harus diperhatikan oleh hakim untuk 
tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepaitan hukum. Hakim harus menjaga 
ketertiban persidangan, menguasai hukum materiil, menjaga hak-hak terdakwa, 
menguasai hukum acara dan sebagainya. Selain itu, dalam menjatuhkan 
putusannya terlebih dahulu hakim harus mengetahui hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan terdakwa seperti bahwa terdakwa belum pernah dihukum, 
namun tetap saja penulis merasa bahwa keputusan hakim sangatlah ringan 
sedangkan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 
ayat (1) kasus seperti ini seharusnya di pidana paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
  
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 
111/pid.sus/2014/PN Mln tentang Tindak Pidana Tanpa Hak 
Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan 
Penghinaan 
 
Perintah untuk menjaga sekaligus melindungi keluarga dalam Islam 
merupakan suatu keharusan, keluarga merupakan amanah dan karunia Allah 
SWT. yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya. 
Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab III 
mengenai tindak  pidana Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik 



































yang memiliki muatan penghinaan, di samping juga berbagai landasan hukum 
yang dipakai oleh Hakim dalam menyelesaikan kasus, maka dapat dilihat 
bahwa kasus yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malinau adalah 
kasus tindak pidana tanpa hak Mentransmisikan Informasi Elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan.  
Adanya hukum Islam baik secara implisit maupun eksplisit dapat 
menjadi alternatiif untuk pemecahan problem yang dihadapi masyarakat, 
termasuk diantaranya  kejahatan terhadap kehormatan yang dengan mudah dan 
terkadang tanpa disadari oleh seseorang semakin banyak terjadi di akhir-akhir 
ini terkait dengan penggunaan internet yang sudah sangat mudah dijangkau dan 
banyaknya aplikasi media sosial saat ini sangat memperihatinkan. 
Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. 
setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara 
pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.
6
 
Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, 
memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak 
baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau 
kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan 
dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari 
kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.
7
 
Menurut Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:  
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  Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.   
7
 Ibid, 61. 



































1. Al-Zammu: penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk 
sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.  
2. Al- Qadhu: segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri 
tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.  




Hukum Islam disyari’atkan untuk menjamin eksistensi serta memelihara 




1. Memelihara Agama (نيدلا ظفح) 
2. Memelihara Jiwa ( ظفح سفنلا ) 
3. Memelihara Akal (لقعلا ظفح) 
4. Memelihara Kehormatan (لسنلا ظفح) 
5. Memelihara Harta (لاملا ظفح)  
Hukum Islam memandang  bahwa hukuman adalah balasan atau 
konsekuensi yang harus di terima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang 
melakukan kejahatan. Dengan adanya balasan yang diterima pelaku maka 
dapat diwujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh. 
Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana tanpa hak Mentransmisikan 
Informasi Teknologi dan Elektronik   dalam kategori jari>mah ta’zi>r karena 
tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Para Ulama membagi 
jari>mah ta’zi>r menjadi dua bagian yaitu jari>mah yang berkaitan dengan hak 
                                                          
8
 Abdul Rahman Al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam (Terj Samsudin) (Semarang: CV Toha 
Putra, 1989), 12.   
9
 TM Hasbi Ash Shiddqie, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 129. 



































Allah dan jari>mah yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud 
dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah sesuatu yang 
berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka 
bumi termasuk di dalamnya membuat suatu kaum jadi terpecah belah, merusak 
lingkungan, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan, dan tidak taat 
kepada ulil amri>.10 
Dengan demikian pencemaran nama baik masuk dalam jari>mah ta’zi>r, 
yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan 
satu atau beberapa hukuman ta’zi>r. Dari segi atau perbuatan yang dikenakan 
hukuman ta’zi>r maka ta’zi>r dikelompokkan menjadi:  
1. Ta’zi>r atas maksiat  
2. Ta’zi>r atas kemaslahatan umum  
3. Ta’zi>r atas pelanggaran  
Adapun ta’zi>r atas maksiat hukumannya diancam karena perbuatan 
yang dilarang oleh syara’ dan yang melakukannya dianggap dosa. Ta’zi>r 
yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan 
Rasulullah SAW, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh 
mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, 
Rasulullah kemudian melepaskan orang itu.
11
 
Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman 
bagi pelaku jari>mah ta’zi>r. Hukuman diancamkan kepada seseorang 
pembuat jari>mah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga 
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 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 162.   
11
 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) , 83.   



































memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jari>mah. Penjatuhan 
pidana pada jari>mah ta’zi>r bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, 
yang paling penting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman. Ini sejalan 
dengan pendapat Imam Al Mawardi, bahwa “ta’zi>r adalah hukuman bagi 
tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’ yang bersifat 
mendidik”. 
Ta’zi>r atas pelanggaran dikhususkan pada orang yang telah melakukan 
perbuatan pelanggaran terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan 
. dalam perbuatan penghinaan, perbuatan itu dapat dikatakan pada ta’zi>r atas 
pelanggaran. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut 
kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat 
orang itu.  
Syara’ tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap jari>mah ta’zi>r, 
tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya 
sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan 
untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jari>mah 
ta’zi>r serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman jari>mah 
ta’zi>r tidak mempunyai batas tertentu, seperti yang telah dijelaskan mengenai 
hukuman-hukuman ta’zi>r pada Bab II. 
Maksud pemberian hak penentuan jari>mah ta’zi>r kepada para 
penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara 
kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap 
keadaan yang mendadak. Perbedaan antara jari>mah ta’zi>r yang ditetapkan 



































oleh syara’ dengan jari>mah ta’zi>r yang ditetapkan oleh penguasa adalah 
kalau jari>mah ta’zi>r yang ditetapkan oleh syara’ adalah tetap dilarang 
selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak 
dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi jari>mah ta’zi>r yang 
ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala 
kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama 
membagi ta’zi>r kepada dua bagian, yaitu:12 
1. Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan 
yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya 
membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-
bahan pokok dan sebagainya.  
2. Jari>mah ta’zi>r hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang 
mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, 
penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.  
Faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu dapat 
dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggung 
jawaban adalah dari segi akal, yaitu dapat dibedakan mana perbuatan yang baik 
dan mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang boleh dan mana 
perbuatan yang dilarang. Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kehendak 
niat, yaitu adanya keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang 
diperbolehkan maupun yang dilarang. Dan faktor ketiga adalah usia, dengan 
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 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam., 83.   



































adanya usia yang meningkat maka orang sudah dalam keadaan labil dalam 
melakukan suatu perbuatan. 
Dalam Islam banyak kata dalam al-Qur’an dan al-Hadis yang mempunyai 
konotasi yang sama dengan istilah menghina, seperti kata fitnah, hasad, ghibah, 
dan namimah yang semua kata lain mempunyai arti kata menghina, mencaci, 
menjelekkan nama orang lain dengan tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, 
melecehkan atau memandang rendah orang lain dan menunjukan keburukan 
dan kekurangan mereka. Ejekan dan hinaan dapat diungkapkan dengan 
perkataan dan perbuatan juga dengan isyarat dan sikap tubuh. Berita 
penghinaan sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat 






Allah Berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi: 
                                         
                            
                
Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu 
lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan 
merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu 
lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[1409] dan 
jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-
buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 



































Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang 




Dari ayat di atas menunjukan bahwa mengolok-ngolok, mengejek, 
menghina dan merendahkan orang lain merupakan kesombongan yang 
tersembunyi dan harus dihindari dalam pergaulan hidup manusia. Ayat dan 
hadis di atas tersebut menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman agar 
tidak merasa bahwa dirinya serba lengkap, serba tinggi, dan serba cukup. 
Padahal setiap manusia terdapat segala macam kekurangan, kealpaan dan 
kesalahan.  
Segala sesuatu yang merugikan martabat manusia terdapat hukum yang 
mengaturnya. Hukum yang dimaksudkan untuk memelihara dan menciptakan 
kemaslahatan umat manusia. Hukuman dalam Putusan Nomor 
111/Pid.Sus/2014/PN Mln (ITE) dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama satu 
tahun 2 (dua) bulan yang menggunakan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) 
UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang 
mana dalam Hukum Islam di jatuhi Hukuman ta’zi>r hukuman penjara yang 
batas dan ketentuannya di tetapkan oleh Ulil Amri. 
Beratnya hukuman yang dijatuhkan yaitu selama satu tahun dua bulan 
penjara, dalam hukum Islam ada dua kategori mengenai hukuman penjara. 
Yaitu penjara terbatas dan tidak terbatas. Dan mengenai batasan pidana penjara 
ini, terdapat perbedaan dikalangan ulama, yaitu diantaranya menurut Imam al-
Mawardi, hukuman penjara dalam ta’zi>r berbeda-beda, tergantung kepada 
pelaku dan jenis jari>mah nya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu 
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 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya,, 516 



































hari dan ada pula yang lebih lama. Dan menurut Syafi’iyah batas tertinggi 
untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun.   
Hukuman tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga 
berfungsi sebagai pencegahan serta perbaikan. Dalam kenyataannya sangat 
melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum. Dan 
pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang merupakan tindak pidana 
yang merendahkan derajat martabat orang lain sehingga akibatnya dapat 
merugikan orang yang dicemarkan nama baiknya, dan dapat dihukum 
berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  dan 
perundang-undangan lainnya.  
Dengan demikian pencemaran nama baik masuk dalam ranah jari>mah 
ta’zi>r bukan termasuk jari>mah qishash dan hudu>d, sebab bisa dipastikan 
bahwa di zaman rasulullah belum ditemukan pemberitaan informasi melalui 
elektronik. Oleh karena itu, tidak ada satu ayat atau hadis pun yg menyebutkan 
secara eksplisit eksistensi pencemaran nama baik melalui Elektronik. 
